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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan: 

1. Peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran 

keluarga adalah: 

a. Kepolisian segera melakukan proses hukum terhadap KDRT jika 

ada laporan atau pengaduan. 

b. Polisi wanita mendampingi korban kekerasan dalam rumah 

tangga. 

c. Kepolisian menyediakan RPK (ruang pelayanan khusus) untuk 

korban kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai 

korban penelantaran keluarga adalah kurangnya kesadaran dari pihak 

korban untuk melapor meskipun adanya peraturan Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur. 

   

B. SARAN  

  Untuk meminimalisir KDRT perlu adanya sosialisasi yang 

dilakukan oleh Kepolisian. Kepolisian harus lebih meningkatkan 

penyuluhan KDRT, memberi pengetahuan kepada perempuan sehingga 
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berani untuk membela hak-haknya. Selain melakukan penyuluhan tentang 

KDRT Kepolisian juga harus menindak tegas bagi pelaku KDRT. Pelayanan 

Korban KDRT sebaiknya dilayani oleh polisi wanita, karena polisi wanita 

lebih berempatik dan penuh pengertian terhadap korban. Sebagai upaya 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap 

korban KDRT, maka di setiap kantor polisi perlu di sediakan RPK (Ruang 

Pelayanan Khusus). Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam 

rumah tangga yang terjadi di kehidupan masyarakat pihak Kepolisian dan 

pihak-pihak terkait pada masalah kekerasan dalam rumah tangga lebih 

meningkatkan kerjasamanya. Dengan adanya kerjasama yang baik 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat akan berkurang. 

Selain itu masyarakat harus menyadari bahwa KDRT merupakan masalah 

yang perlu diatasi sehingga dibutuhkan adanya kesadaran dan keberanian 

bagi korban untuk melaporkan pelaku KDRT.  
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